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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Republik Indonesia tentang desa, telah menjadikan desa 

sebagai ujung tombak pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan 

wewenang dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang 

dimilikinya untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Menteri 

Keuangan, 2017). Pemerintah memberikan mandat kepada pemerintah desa untuk 

mengalokasikan Dana Desa yang sudah dianggarkan setiap tahunnya dalam APBN 

sebagai sumber pendapatan desa.  

Anggaran yang bersumber dari APBN untuk desa dibagi menjadi dua tahap 

yaitu tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke 

Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari 

RKUD ke Kas Desa (djbp.kemenkeu.go.id).  

Menurut Peraturan Pemerintah  Nomor  22 Tahun 2015, alokasi anggaran 

untuk Dana Desa ditetapkan sebesar 10% dari dan diluar Dana Transfer ke Daerah 

dan akan dipenuhi secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBN  (Suwarno, 

2019). Alokasi dana desa untuk desa yang cukup besar menuntut proses pengelolaan 

keuangan desa yang baik.  Pemerintah desa dalam hal pengelolaan keuangan desa di 

haruskan untuk menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes dan Laporan 

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes. Laporan tersebut merupakan 

hasil dari suatu pengelolaan keuangan desa yakni dimulai dari tahapan  perencanaan
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dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, hingga pelaporan dan 

pertanggunngjawaban pengelolaan keuangan desa.  

Pengelolaan keuangan desa berupa semua hak dan kewajiban desa yang bisa 

dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Atmadja dan Saputra, 

2017). Hak dan kewajiban tersebut kemudian menimbulkan pendapatan, belanja, 

pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.   

Besarnya dana yang diterima oleh desa, menimbulkan kekhawatiran tentang 

bagaimana tata kelola yang baik (Good Governance) agar dana yang dikelola tidak 

menimbulkan masalah di masa yang akan datang (Wonar, dkk, 2018). Permasalahan 

yang bisa terjadi karena lemahnya kapasitas penyelenggara desa terhadap manajemen 

keuangan dan anggaran yaitu kemungkinan terjadinya kecurangan. Kecurangan 

(fraud) merupakan upaya tindakan penipuan yang disengaja dengan mengambil harta 

atau hak orang lain dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri tanpa 

memperhatikan kepentingan orang lain atau organisasi (Arens, dkk, 2015).  

Dilihat dari catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), selama tahun 2019 

kasus korupsi di sektor anggaran desa menjadi kasus yang terbanyak ditindak oleh 

aparat penegak hukum jika dibandingkan sektor-sektor lainnya. Terdapat 46 kasus 

korupsi di sektor anggaran desa dari 271 kasus korupsi selama tahun 2019. Korupsi 

anggaran desa tercatat memberi kerugian negara hingga Rp 32, 3 Miliar. Selain itu, 

pada tahun 2019 ICW juga menyoroti banyaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang 

terjerat kasus korupsi, tercatat sejumlah 213 ASN yang menjadi tersangka korupsi 

(KOMPAS. com).  
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Di Magetan juga tidak luput dari kasus tindak kecurangan.  Mantan Kepala 

Desa Sempol Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan dijatuhi hukuman 2 tahun 6 

bulan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada tahun 2019. Pelaku  

mengakui menggelapkan dana desa selama tiga tahun berjumlah Rp 300 Juta dan 

menyelewengkan kas desa sebesar lebih dari Rp 100 Juta (KOMPAS. com).  

Berdasarkan fenomena diatas perlu adanya suatu tindakan fraud dalam 

pengelolaan keuangan desa  bisa diminimalisir bahkan dicegah serta partisipasi 

masyarakat yang dibutuhkan dalam hal mengawasi dan mengevaluasi penggunaan 

keuangan desa. Profesionalisme serta kompetensi aparatur dalam pengelolaan 

keuangan desa diperlukan agar tujuan ekonomi dan sosial pemerintah desa dapat 

tercapai (Atmadja dan Saputra, 2017). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2017 kompetensi merupakan kemampuan dan 

karakteristik yang dimiliki seseorang pegawai aparatur berupa pengetahuan, 

keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas 

jabatannya, sehingga aparatur tersebut dapat menjalankan tugasnya secara 

professional, efektif dan efisien. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai bahwa 

kasus korupsi dana desa terjadi karena beberapa faktor salah satunya adalah 

minimnya kompetensi aparat pemerintah desa (KOMPAS. com).  

Penelitian yang dilakukan oleh Atmadja dan Saputra (2017) menyatakan 

bahwa kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan fraud  dalam 

pengelolaan keuangan desa. Kompetensi dikatakan memadai jika dari segi kualitas 

dan kuantitas dapat meningkatkan akuntabilitas laporan realisasi anggaran pada 

keuangan desa, sehingga pertanggungjawabannya dilakukan dengan baik serta 
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terhindar dari tindakan kecurangan. Penelitian  terdahulu mengenai kompetensi 

aparatur desa terhadap pencegahan fraud  yang dilakukan Wonar, dkk (2018) 

menyatakan bahwa kompetensi mempunyai pengaruh terhadap pencegahan fraud. 

Hasil tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Armelia dan 

Wahyuni (2020) yang menyatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap 

pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa.  

Selain kompetensi aparatur desa, efektivitas pengendalian internal juga 

mempengaruhi pencegahan kecurangan keuangan desa. Permatasari dalam Armelia 

dan Wahyuni (2020) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal (SPI) adalah 

berbagai ketentuan, pelaksanaan dan prosedur dalam perusahaan yang bertujuan 

untuk melindungi aset perusahaan, meningkatkan akurasi dan keunggulan catatan 

informasi akuntansi, mengembangkan efisiensi kegiatan organisasi serta menilai 

kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Semakin baik sistem pengendalian, 

informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian internal dapat mencegah 

kecurangan dalam hal pengelolaan keuangan desa (Laksmi dan Sujana, 2019).  

Berdasarkan data dari  Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menyebutkan 

bahwa 13.567 permasalan senilai Rp 8,97 Triliun dalam pemeriksaan selama semester 

1 tahun 2020. Permasalahan tersebut meliputi 6.713 permasalan kelemahan Sistem 

Pengendalian Intern (SPI) dan 6.702 permasalahan ketidakpatuhan terhadap 

ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp 8,28 Triliun, serta 152 

permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai 692,05 

Miliar (bpk.go.id).  
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Penelitian yang dilakukan oleh Romadaniati, dkk (2020) mengenai pengaruh 

sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud menjukkan hasil bahwa 

sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud. Hasil 

penelitian tersebut erbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wonar, dkk (2018) 

menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap 

pencegahan fraud.  

Kecurangan juga dapat dicegah dengan meningkatkan budaya organisasi 

(Tunggal dalam Lorensa, 2018). Budaya organisasi merupakan aturan, kepercayaan, 

nilai-nilai, asumsi, serta kebiasaan yang dibuat dan disetujui secara bersama dalam 

suatu organisasi, kemudian dijadikan pedoman dalam menjalankan aktivitas dalam 

organisasi tersebut. Perubahan lingkungan birokasi yang dihendaki melalui proses 

reformasi birokasi belum tercapai, hal ini dibuktikan dengan penyimpangan yang 

dilakukan oleh aparat negara misalnya pungli, korupsi, jual beli jabatan. Budaya 

organisasi yang disalahgunakan seperti banyaknya oknum aparatur negara yang 

bekerja sama melakukan krupsi yang dikenal dengan “korupsi berjamaah” dengan 

menyalahgunakan nilai-nilai gotong-royong (kumparan.com). Arens, dkk (2015) 

menyatakan bahwa dengan budaya yang jujur dan etika yang tinggi dapat mencegah 

terjadinya kecurangan.. Budaya organisasi yang baik akan membentuk anggota 

organisasi tersebut memiliki sense of belonging (rasa ikut memiliki) serta sense of 

identivy (rasa bangga), sehingga kemungkinan kecil terjadi tindakan kecurangan 

(Susilowati dalam Putra dan Latrini, 2018).  

Penelitian yang dilakukan oleh Widiyarta, dkk (2017) menyatakan bahwa 

budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan fraud 



 

6 
 

dalam pengelolaan dana desa. Sedangkan,  penelitian  dilakukan oleh Prastika dan 

Latrini (2018) menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh negatif pada 

kecenderungan kecurangan.  Laksmi dan Sujana (2019) menyatakan bahwa moralitas 

juga sangat diperlukan dalam upaya pencegahan tindakan fraud. Moralitas 

merupakan sikap dan perilaku seseorang yang baik dengan tanpa mengharap balasan 

atau tanpa pamrih (Rahimah, dkk, 2018).  

Menurut Sofian Nataprawira, fenomena korupsi yang merugikan keuangan 

negara menjadi suatu keprihatinan yang harus disikapi bersama. Tindak pidana 

korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara dapat disebabkan karena rendahnya 

moralitas, pengetahuan, dan pemahaman hukum. Moralitas oknum bisa saja baik 

namun tidak paham hukum, atau bisa saja pemahaman hukumnya baik namun 

moralitas buruk maka terjadilah penyimpangan tindak pidana korupsi 

(jabarprov.go.id). Oleh karena itu sesorang yang memiliki  moralitas yang baik dalam 

pengelolaan keuangan desa yang didukung dengan kinerja yang bagus, tidak 

mementingkan kepentingan pribadi dan penggunaan keuangan yang 

mempertimbangkan prinsip kepentingan  masyarakat  dapat mencegah terjadinya 

kecurangan (Laksmi dan Sujana, 2019).  

Penelitian yang dilakukan oleh Laksmi dan Sujana (2019) menyatakan 

bahwa moralitas berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan 

keuangan desa. Penelitian lain yang dilakukan oleh Dewi, dkk (2017) menyatakan 

bahwa moralitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pencegahan 

kecurangan (fraud).  
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Keberagaman hasil penelitian terdahulu, memotivasi peneliti memilih 

variabel-variabel tersebut untuk dijadikan sebagai variabel penelitian. Peneliti 

melakukan penelitian terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pencegahan 

fraud, khususnya di Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan. Penelitian ini 

merupakan kompilasi dari penelitian Laksmi dan Sujana (2019) yaitu kompetensi 

SDM, Sistem Pengendalian Internal dan Moralitas serta penelitian yang dilakukan 

oleh Widiyarta, dkk (2017) yaitu budaya organisasi. Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya yaitu terletak pada lokasi dan waktu penelitian  yang terletak 

di kecamatan Maospati Kabupaten Magetan Tahun 2021. 

Berdasarkan fenomena dan latar belakang diatas, maka peneliti melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem 

Pengendalian Internal, Budaya Organisasi dan Moralitas Terhadap Pencegahan 

Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa DI 

Kecamatan Maospati)”.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam 

pengelolaan keuangan desa? 

2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan fraud 

dalam pengelolaan keuangan desa? 
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3. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam 

pengelolaan keuangan desa? 

4. Apakah moralitas berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan 

keuangan desa? 

5. Apakah kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, budaya 

organisasi, dan moralitas berpengaruh terhadap pencegahan fraud dalam 

pengelolaan keuangan desa? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap pencegahan 

fraud dalam pengelolaan keuangan desa. 

2. Mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap pencegahan 

fraud dalam pengelolaan keuangan desa. 

3. Mengetahui  pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan fraud dalam 

pengelolaan keuangan desa.  

4. Mengetahui pengaruh moralitas terhadap pencegahan fraud dalam 

pengelolaan keuangan desa.  

5. Mengetahui pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem penendalian 

internal, budaya organisasi, dan moralitas terhadap pencegahan fraud 

dalam pengelolaan keuangan desa.  
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

Dari hasil peelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberi 

manfaat bagi pihak antara lain: 

1. Bagi Universitas 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan referensi untuk 

mendukung literatur jurnal penelitian di Universitas Muhammadiyah 

Ponorogo.  

2.  Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti 

berkaitan dengan pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian 

internal, budaya organisasi, dan moralitas terhadap pencegahan fraud dalam 

pengelolaan keuangan desa.  

3. Bagi Pemerintah Desa di Kecamatan Maospati  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 

pertimbangan bagi pemerintah desa berkaitan dengan upaya pencegahan 

fraud dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga dapat meminimalisir 

bahkan mencegah terjadinya tindakan fraud dalam pengelolaan keuangan 

desa.  

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi 

dan referensi terkait dengan penelitian di bidang sektor publik mengenai 

pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa, serta dapat menambah 
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pandangan penalaran untuk merumuskan masalah untuk merumuskan 

masalah yang baru dalam penelitian sebelumnya. 

  


